
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1692, 2016 KEMEN-ATR/BPN. Kelas Jabatan. Staf Khusus. 

Ajudan. Patroli dan Pengawalan Menteri.  
 

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 34 TAHUN 2016 

TENTANG 

KELAS JABATAN STAF KHUSUS, AJUDAN MENTERI, PATROLI DAN 

PENGAWALAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  

AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, 

 

 

Menimbang  : bahwa dalam rangka mengakomodasi hak keuangan staf 

khusus, ajudan menteri, patroli dan pengawalan menteri 

terkait tunjangan kinerja, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional tentang Kelas Jabatan Staf Khusus, Ajudan Menteri, 

Patroli dan Pengawalan Menteri  di lingkungan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 
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3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 

4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1636); 

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694); 

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1822) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang 

Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 345); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KELAS JABATAN 

STAF KHUSUS, AJUDAN MENTERI, PATROLI DAN 

PENGAWALAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN 

NASIONAL. 

 

Pasal 1  

(1) Kepada Staf Khusus, Ajudan Menteri, Patroli dan 

Pengawalan Menteri diberikan hak tunjangan kinerja 

setiap bulan. 

(2) Ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja 

pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mengatur 

tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional. 

 

Pasal 2  

Tunjangan kinerja Staf Khusus, Ajudan Menteri, Patroli dan 

Pengawalan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

diberikan terhitung mulai saat penetapan Keputusan 

Pengangkatan dalam jabatan. 

 

Pasal 3  

Staf Khusus, Ajudan Menteri, Patroli dan Pengawalan Menteri 

yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di luar Lingkungan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional hanya berhak menerima salah satu tunjangan 

kinerja yang dipilihnya. 

 

(1) Kelas Jabatan Staf Khusus adalah Kelas 16. 

(2) Bagi jabatan Ajudan Menteri, Patroli dan Pengawalan 

Menteri yang berasal dari kesatuan TNI/POLRI maka 

penetapan kelas jabatan disesuaikan dengan kepangkatan 

dan kelas jabatan pada kesatuannya. 
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Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

  Ditetapkan di Jakarta  

  pada tanggal 24 Oktober 2016 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN 

NASIONAL, 

 

ttd 

 

SOFYAN A. DJALIL 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 9 November 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

              ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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